
BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 41 Tahun 2011
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tulang
Bawang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 194);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun
2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun
2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 12.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TULANG
BAWANG.



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang

Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-udangan;

5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Inspektorat, Bappeda,
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Kecamatan serta Kelurahan;

6. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan
pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
dan/atau kepada Instansi vertikal diwilayah tertentu;

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi
kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari
pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu;

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Tulang Bawang;

10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulang
Bawang;

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tulang Bawang;

12. Fasilitasi adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam
membantu memudahkan penyelenggaraan kegiatan
pendidikan politik di daerah;

13. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan
pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab
setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara;



14. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk
sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan
penyelenggaraan pendidikan politik di daerah;

15. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai
keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan
maupun penyelenggaraan pendidikan politik di daerah;

16. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

17. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk
oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi,
fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;

18. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

19. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

20. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

21. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala
daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur
penunjang tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri
dari :
a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Program dan Anggaran;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,
membawahi:

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan

2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:

1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
dan

2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:

l.Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Agama; dan

2. Sub Bidang Organisasi. Kemasyarakatan.

f. Bidang Kewaspadaan Nasioanal dan Penanganan Konflik,
membawahi;

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
2. Sub Bidang Penanganan Konflik.



BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas
pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi
Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dalam
melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik
dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras,
dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik
dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras,
dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan,
serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan
konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan
sila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar



suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan
lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
Kabupaten;

f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 6

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
penyelenggaraan bidang ideologi dan kewaspadaan,
ketahanan bangsa serta politik dalam negeri dilingkup
Kabupaten Tulang Bawang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tulang Bawang menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dibidang ideologi,

wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bidang politik
dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
agama dan organsasi kemasyarakatan dan bidang
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

b. Penanggung jawab dan pemberi informasi saran dan
pertimbangan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa, bidang politik dalam negeri, bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organsasi
kemasyarakatan dan bidang kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik;

c. Penyelenggara politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi;

d. Memfasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
Kabupaten Tulang Bawang.



Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan
administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah

tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik;

e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Program dan Anggaran bertugas melaksanakan
penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran,
pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan
evaluasi, serta penyusunan laporan kineija.

(2) Rincian Tugas Sub Bagian Program dan Anggaran adalah
sebagai berikut:
a. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan

program dan anggaran;
b. melaksanakan penyiapan pengelolaan data informasi;
c. melaksanakan penyiapan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi;
d. melaksanakan penyiapan penyusunan laporan kinerja;
e. menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Program dan

Anggaran; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan pengelolaan
keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan
pembukuan.



(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
a. melakukan urusan pengelolaan keuangan
b. melakukan urusan penatausahaan keuangan dan aset;
c. melaksanakan pelaporan aset/barang inventaris;
d. melakukan urusan akuntansi;
e. melakukan urusan verifikasi dan pembukuan;
f. menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan
urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan,
hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah
tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah
sebagai berikut:
a. melaksanakan urusan persuratan;
b. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan;
c. melaksanakan urusan kearsipan;
d. melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
e. melaksanakan urusan protokol;
f. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
g. melaksanakan urusan pengelolaan aset;
h. melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 11

(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

(2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
di wilayah Kabupaten;



b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
di wilayah Kabupaten;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
di wilayah Kabupaten;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
di wilayah Kabupaten;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah
kabupaten;dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang
ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan
wawasan kebangsaan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah
sebagai berikut:
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program di

bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di
bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

d. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan
evaluasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan

e. melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di
bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Pasal 13

(1) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa bertugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela
negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan
dan karakter bangsa.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Bela Negara dan Karakter
Bangsa, adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program

kerja di bidang bela negara, pembauran, bhinneka
tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter
bangsa;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebujakan di bidang bela negara, pembauran,
bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan
karakter bangsa;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan di bidang bela negara, pembauran,
bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan
karakter bangsa;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang
bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah
kebangsaan dan karakter bangsa;

e. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan
evaluasi di bidang bela negara, pembauran,
bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan
karakter bangsa;

f. melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang
bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah
kebangsaan dan karakter bangsa; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kempat
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 14

(1) Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik

(2) Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya,
menyelenggarakan fungsi:

I



a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,
serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di
wilayah Kabupaten;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi di wilayah Kabupaten; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi
politik dan peningkatan demokrasi.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Pendidikan Politik dan
Peningkatan Demokrasi, adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program

kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah,
pemantauan situasi politik dan peningkatan
demokrasi;



b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah,
pemantauan situasi politik dan peningkatan
demokrasi;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala
daerah, pemantauan situasi politik dan
peningkatan demokrasi;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik dan peningkatan demokrasi;

e. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan
evaluasi di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala
daerah, pemantauan situasi politik dan
peningkatan demokrasi;

f. melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik bertugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, adalah sebagai
berikut:
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program

kerja di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik;



d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di
bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik;

e. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan
evaluasi di bidang fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

f. melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di
bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 17

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah di bidang
ketahanan, ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

(2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya,
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi,

sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten.

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di
wilayah kabupaten.

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas dan
ormas asing di wilayah kabupaten.



d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, faslitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di wilayah kabupaten;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyususnan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program
kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan
budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayatan kepercayaan;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebujakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
dan budaya, fasilitasi pencegahan dan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayatan kepercayaan;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
dan budaya, fasilitasi pencegahan dan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayatan kepercayaan;



d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan
kepercayaan;

e. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan
evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan
budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayatan kepercayaan;

f. melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan
kepercayaan erah, pemantauan situasi politik dan
peningkatan demokrasi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Organisasi kemasyarakatan bertugas
melaksanakan penyiapan bahan penyususnan program kerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan,
adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program

kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing; i



e. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan
evaluasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing;

f. melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 20

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah Kabupaten.

(2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini,

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar Negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik wilayah kabupaten.

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di wilayah kabupaten.

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
kabupaten.

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini,
keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
kabupaten. .



Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di wilayah kabupaten.

Pasal 21

(1) Sub Bidang Kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen
bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring,evaluasi, dan pelaporan
di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan anatar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan
Kerjasama Intelejen, adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

program kerja di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan;

e. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan
evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan;



f. melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Penangganan Konflik bertugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
penangganan konflik.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Penanganan Konflik, adalah
sebagai berikut:
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

program kerja di bidang penanganan konflik;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan di bidang penanganan konflik;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan di bidang penanganan konflik;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang
penanganan konflik;

e. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan
evaluasi di bidang penanganan konflik;

f. melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang
penanganan konflik;dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan
tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi.

2. Setiap pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib

melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan
masing-masing.

3. Setiap pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

f



4. Setiap pimpinan badan kesatuan bangsa dan politik Daerah
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan secara berkala.

BAB VII
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 24

1. Kepala Badan merupakan jabatan struktur eselon II.b atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

2. Sekretaris merupakan jabatan struktur eselon III.a atau
jabatan Administrator

3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktur eselon lll.b atau
jabatan Administrator

4. Kepala Sub bagian dan Kepala seksi merupakan jabatan
struktur eselon IV.a atau “Jabatan Pengawas

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN STRUCTURAL

Pasal 25

1. Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai
dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

2. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris
dan kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;

3. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang
ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN LA1N-LAIN

Pasal 26

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan forum koordinasi
pimpinan di daerah, Anggaran forum koordinasi pimpinan di
daerah kabupaten dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum
diundangkan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Tulang Bawang Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala

BUPATI TULANG BA

WINARTI

2020

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 1% Juflv 2020

SEKRETAR1S DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ANTHON1

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020
NOMOR
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